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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

KU2 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

P4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

KK1 Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 



Setelah mengikuti mata kulIah ini, mahasiswa diharapkan menguasai dan menerapkan konsep dan teori mengenai hukum 
materiil hukum pemerintah daerah, mampu berfikir secara kritis, logis dan sistematis dan bekerja seara individu atau 
kelompok/kolektif dalam mengemukakan pendapat secara lisan maupun tertulis mengenai pemerintahan daerah mampu 
memberikan penyelesaian hukum dan mampu merancang solusi hukum pemerintahan daerah 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritik tentang pemerintahan 
daerah, serta mampu mengkaji teori-teori terkait dengan pemerintahan daerah dan implikasinya dalam pembangunan 
daerah dan negara secara keseluruhannya 

 

 

Pertemuan 

ke: 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan/Sasaran 

Pembelajaran 

 

 

Bahan Kajian/Materi 

Pembelajaran 

 

Metode  

Pembelajaran 

Indikator/Kriteria 

Penilaian 

Bobot  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
       I 

Kesepakatan tentang 
Matakuliah 

Orientasi pembelajaran,  
Kontrak  Pembelajaran dan 
Pembentukan kelompok 

Diskusi Keaktifan dalam diskusi  

 
 
 
      II 

Mahasiswa dapat  
memahami beberapa 
istilah-istilah penting dalam 
pemerintahan daerah  

1. Desentralisasi 
2. Dekonsentrasi 
3. Tugas Pembantuan 
4. Daerah Otonom 
5. Otonomi Daerah 

Kuliah interaktif Ketepatan 
mengemukakan 
pengertian sejumlah 
istilah dalam 
pemerintahan daerah 

 
 

5  % 
 

 
 
 

Mahasiswa dapat: 
1. Menjelaskan tentang 

sejarah desentralisasi 

 

1. Sejarah desentralisasi 
2. Jenis-jenis 

Kuliah interaktif 
 
 

Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Ketepatan dalam 

 
 
 



III 
 

2. Menjelaskan jenis-jenis 
desentralisasi   

3. Menjelaskan sejumlah 
regulasi yang terkait 
dengan desentralisasi 

 
 

desentralisasi 
3. Regulasi-regulasi  

desentralisasi dan 
pemerintahan daerah 

 
 

menjelaskan sejarah dan 
jenis-jenis desentralisasi 
serta regulasinya.  
 

10 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
       IV 
   

Mahasiswa mampu 
menjelaskan hakikat 
otonomi dan regulasi 
tentang ootonomi daerah  
 

1. Pengertian Otonomi 
Daerah 

2. Hakikat Otonomi Daerah 
3. Regulasi Otonom Daerah 

Kuliah interaktif Ketepatan menjelaskan 
pengertian, hakikat dan 
regulasi otonomi daerah 

 
5 % 

 
 
 
       V 

Mahasiswa mampu  
memberikan penjelasan 
tentang pengertian, syarat-
syarat, mekanisme dan 
lembaga  Pilkada 

1. Pengertian Pilkada 
2. Syarat2 menjadi Kepala 

Daerah 
3. Mekanisme Pilkada 
4. Lembaga Pelaksana 

Pilkada 

Kuliah interaktif Kemampuan 
mengembangkan 
gagasan 
Keaktifan dalam kelas 
Ketepatan menguraikan 
syarat dan mekanisme 
pilkada 

 
 

5 % 

    
 

VI 
   

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sengketa 
pilkada dan mekanisme 
penyelesaian sengketa 
pilkada di Mahkamah 
Konstitusi 
 

1. Pengertian sengketa 
Pilkada 

2. Penyelesaian sengketa 
Pilkada di Mahkamah 
Konstitusi 

Kuliah interaktif Keaftifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Kemampuan 
menjelaskan sengketa 
pilkada dan 
penyelesainnya di MK 
 

 
 

5% 

 
 

VII 
 

Mahasiswa mampu : 
1. Menjelaskan dasar-

dasar hukum 
pembagian urusan 
pemerintahan 

2. Menjelaskan prinsip-
prinsip pembagian 
urusan pemerintahan 

3. Menjelaskan peran 

1. Dasar Hukum 
Pembagian Urusan 
Pemerintahan 

2. Prinsip-prinsip dalam 
pembagian urusan 
pemerintahan 

3. Peran masing-masing 
tingkat pemerintahan 

Kuliah interaktif 
 

Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Ketepatan dalam 
mengemukakan dasar-
dasar hukum pembagian 
urusan pemerintahan 
Ketepatan menjelaskan 
prinsip-prinsip urusan 
pemerintahan dan peran 

 
 

5% 
 



masing-masing tingkat 
pemerintahan (pusat, 
pemprov dan kab/kota) 
 

(Pusat, Pemprov dan 
Kab/Kota) 

 

masing-masing tingkat 
pemerintahan 

 
      VIII 

 

 
UJIAN TENGAH SEMESTER 

 
20 % 

 
 

IX 
 

 
Mahasiswa mampu 
membedakan urusan 
otonomi, dekonsentrasi dan 
medebewind 

Urusan-urusan dalam 
Pemerinhan Daerah 

1. Urusan otonomi 
2. Urusan dekonsentrasi 
3. Urusan Medebewind 

 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Ketepatan dalam 
membedakan urusan-
urusan dalam 
pemerintahan daerah 

 
5 % 

 
 

X 
 

Mahasiswa mampu 
memberikan penjelasan 
tentang fungsi, pengisian, 
syarat-syarat, hak dan 
kewajiban DPRD 

DPRD 

1. Fungsi DPRD 
2. Pengisian (jabatan) 

DPRD 
3. Syarat-syarat menjadi 

anggota DPRD 
Hak dan kewajiban 

anggota DPRD 

Kuliah interaktif 
 

Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Kemampuan 
menjelaskan fungsi dan 
syarat-syarat pengisian 
jabatan DPRD 
Kemampuan bertanya 
dan menjawab 

 
5 % 

 
 
  

XI 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang fungsi, 
unsur-unsur dan struktur 
organisasi perangkat 
daerah   

Fungsi dan struktur 
Pemerintahan Daerah 
1. Fungsi Pemerintahan 

Daerah 
2. Unsur-unsur Pemerintah 

Daerah 
3. Struktur organisasi 

Perangkat Daerah 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kemampuan menjelasan 
fungsi, unsur dan struktur 
organisasi perangkat 
daerah  

 
 
 

5 % 
 

 
 

XII  
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang fungsi, 
unsur-unsur dan struktur 
organisasi perangkat desa 

1. Fungsi Pemerintahan 
Desa 

2. Unsur-unsur Pemerintah 
Desa 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Kemampuan menjelaskn 
fungsi, unsur dan struktur 

 
 
 

5% 



3. Struktur Organisasi 
Perangkat Desa 

organisasi perangkat 
desa 
 

 
 

XIII 
 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
membedakan perda 
dengan perdes, begitu pula 
mekanisme dan 
hierarkinya. 

1. Substansi Perda dan 
Perdes 

2. Mekanisme pembuatan 
Perda dan Perdes 

3. Hierarki Peraturan di 
Daerah dan Desa 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Kemampuan 
menjelaskan dan 
membedakan perda 
dengan perdes, termasuk 
mekanisme dan 
hierarkinya 

 
 
 

5% 

 
 

XIV 
 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan keuangan 
daerah, sumber-sumber 
keuangan daerah dan 
prinsip serta mekanisme 
penggunaannya. 

1. Pengertian Keuangan 
Daerah 

2. Sumber-sumber 
Keuangan Daerah 

3. Prinsip dan mekanisme 
penggunaan keuangan 
daerah 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplininan 
Kemampuan 
menjelaskan keuangan 
daerah, termasuk 
sumber-sumber, prinsip 
dan mekanisme 
penggunaannya 

 
 
 

5% 

 
 

XV 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan fungsi DPRD 
dan pertanggungjawaban 
APBD 

1. Pelaksanaan fungsi 
kontrol DPRD 

2. Respon Kepala Daerah 
terhadap fungsi kontrol 
DPRD 

3. Pertanggungjawaban 
APBD 

Kuliah interaktif Keaktifan dalam kelas 
Kedisiplinan 
Kemampuan 
menjelaskan fungsi 
DPRD dan 
pertanggungjawaban 
APBD 

 
 
 

5% 

   XVI 
 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER 

20 % 

 

  



Contoh Tugas 

LOGO 
PT 

NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERISITAS HASANUDDIN 

NAMA FAKULTAS : HUKUM 

NAMA JURUSAN / PRODI : S1 ILMU HUKUM, 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 

KODE : 
335B1522 

 

SKS 2 SIFAT Wajib SEMESTER 7 

DOSEN PENGAMPU : 1. A. Pangerang Moenta 

 
  

  

Bentuk Tugas : Paper/Makalah 

Judul Tugas : Penulisan Makalah tentang Pelaksanaan Desentralisasi  

Sasaran Belajar : Mahasiswa menyususn paper tentang pelaksanaan desentralisasi oleh  
pemerintah daerah sesuai format PKM & mempresentasikannya. [C6,A3,P4] 

DISKRIPSI TUGAS : Susun proposal sesuai format penulisan PKM penelitian 2011 dari 4 Tema 
berikut : 

 1. Dasar Pelaksanaan Desentralisasi 

 2. model desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah daerah 

 3. desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah 

 4. dinamika pelaksanaan kewenangan yang didesentralisasikan 

METODE PENGERJAAN TUGAS : 1. Pilih dan kaji minimal 5 journal nasional & internasional sesuai tema yang 
diminati; 

2. Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih; (Tugas 1 
kumpul minggu 3) 

3. Menentukan judul proposal penelitian sesuai Tema; (Tugas 2; kumpul minggu 
    3) 

4. Merumuskan masalah, hipotesis penelitian dan kajian pustaka (Tugas 3 
Kumpul minggu 6) 

5. Memilih dan merancang metodologi penelitian; 



6. Menyusun draf rancangan penelitian; (Tugas 4, kumpul minggu 9) 

7. Menyusun hasil penelitian; (Tugas 5, kumpul minggu 12) 

8. Menyusun bahan & slide presentasi; (Tugas 6, kumpul minggu 13) 

9. Presentasi proposal penelitian di kelas. (minggu 13 s.d 16 pada 4 kelas 
    paralel) 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN : a. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal PKM Penelitian "Gagasan tertulis" 

b. Bentuk Luaran: 

1. Tugas 1 - 5  ditulis dengan MS Word dengan sistimatika penulisan PKM, 
dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (Tugas 
makalah Desentralisasi -no nrp mhs-nama depan  mhs.pdf); 

2. Proposal ditulis dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai 
dengan standar panduan penulisan PKM (*.pdf), dengan sistimatikan nama file: 
(Tugas-makalah-no nrp proposal, dikumpulkan dengan format mhs-nama depan 
mhs.pdf); 

3. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi 
ataupun video clips, minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format 
ekstensi (*.ppt), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Slide-no nrp mhs-nama 
depan mhs.ppt); 

 

Asesmen 

1. Ujian tertulis 

2. Makalah (kelompok) 

3. Kemampuan presentasi makalah 

4. kuis 
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